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BUPATI CROBOGAN
PROVINS] JAWA TENGAH

PERATURAN BLPATI CROBOGAN
NEIOR 30 TAHUN 2020

TENTANG
EODE ETIE PERSUNEL UNIT KERJA PENGAJAAN BARANG fJASA
DENGAN RAHMAT TITHAN YANG VAHA ESA
BUPATI GROBOGAN,

Menimbang ¢ bahwa untuk melaksanaskan ketentuan Passl 25 ayat (1] dan
myat (2] Peraturan Lembags Hebiokan Pengadnan Rarang) Jasa
Pemerintah Nomor 14 Tahun 2018 tentang Unit Kerla Pengadaan
Barang/Jasa dan Pasal 18 ayat (2) Pératursn Menteri Dalam
Negeri Nomor 112 Tahun 2018 tentarg Pembentukan Unit Kerja
Pengadaan Barang/Jass di Lingkungan Pemermish Daerah
Provinsl den Kebupaten/Kowa, peria mencapkan Peraiuran
Dupati tentang Kode Edik Personel Unit Kerjs Pengidaan

Harang/.Jasa!

Menginmgat ¢ 4. passl I8 ayar ) Undeng-Undong Doswe Negarm Republiz
indonecin Tahur 1945;
2 Undang-Undang Memor 18 Tahun 1950 testang
Pembertakan Dacraiy-Daeral Kabupaten dalam Lisghongon
Propins Jawa Tengal,
3. Undsng-Undang Nemoer 28 Tahun 1999 tentang
Venvelenpgoroan  Negara vang  Bersth dan Bebas  dao
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lemboran MNegara Ropubhic
Indonesia Tahun 1399 Noror 75, Tambaban Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3851);




Menetapian

A

El

Undang-Undang Nomer 5 Tehun 2014 tentang Apararar Sipil
MNegera {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor #5, Tambabun Lembaras Negarn Republic indongaia
Mo 38315

Undang-Undang  Nomor 23 Tahun 201% ‘entang
Pemerintshan Daerah (Lembaran Negars Republik Indonesia
1ahun 20134 Nomor 244, Tembahan Lembaran Negara
Fepublik Indenesia Nomor 5587) scbagaimana telah diubah
beberapa kal terakhir dengan Undang-undang Nuor 9
Tahum 2015 tentang Perubahan Kedun Atas Undang-Undang
Komor 23 Teliun 2014 tentang pPemerntaban  Daerah
(Lombaran Nagars Republic Indoresia Tabun 2015 Nomor
c8 Tambahan Lemba-an Negara Republik Indonesia Nomor
o674,

Peraturan  Presiden Momor 16 Tshun 2018 tenmang
Pengadaan Barang/Jssa Pemerintah [Lembaran Negdia
Repubiik Indonesa talun 2018 Neaw 3%

Peraturan Repala Lembaga Kebijekan Pengadaan Barang/
Jase Pewisrintah Nomor 14 Tshun 2018 trntang Unit Kerja
Pergadsan Barang/Jasa [Berita Negnra Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomer 757);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tebun 20186
tentang Pembentulan Unit kerja Pengadaan Barang/Jasa di
LI gleumgian Pemerirttub Diseraky Prowrimizk dan
Kabupnten /Kota [Berita Negara Republik Indonesia Tehun
2018 Nomor 1543

MEMUTUSEARN :

FPERATURAN DUPATI TENTANG KODE ETIK PERSOREL UNIT

KERJA PERGADAAN BARANG/ JASA

BABI
KETENTUAN UMUM
Pagal 1

e




Datam Peratusan Bupsti ini yang dimaksud dengan ©
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1.

Daerah adalah Kobupeten Grobogan.

Eupar adalah Bupati Orobogasn.

Pemerintah Dasrak  adalah  Bupati sebagal  unsur
menyelenzgara  Pomerintahan Daerah  yang menimpin
—claksanaan urusan  pemerintahan yang  menjadi
tewenangan daerah oionom.

Perangkat Daerah adalah ursur pembantu Supad can
Dewan ferwakilan Rakyul Decrah dalam penyelenggarian
wrusan pemerintahan yang menjadi keweningan Daerah.
Unit Kerjn Pengadasn/Barang Jase yang selanjutnya
disingkat ULPE) adelah Hagan Pengadaasn Barang/Jasa
Sckretatiat Dasrsh Knbupaten Grobogan.

Kepala UKPBJ acalah Kepsa Bagian Pengacaan
Barang/Jass Sehretanal Dasrah Kalwpaie Grobogan.
Pursuiiel UKPBY edalah semua perseriel terkmit  dengan
penpadesn barung/jasa vang memiliki ataw yang belum
memililé Sertifikat Keahliun Pengadaan Barang/Jasa yang
melalcsenakan dan membantu peagadaan barang/ asa.
Kiade Ftik Personel Bapian Pengadesn Burang/Jasa
Sekremrianl Dumsl Kabupaten Grobogan yang selanjutnya
digsbut Kada Btile adaloh pedoeman, sikap, perilalog, tulisan,
dan ucepan pegewaidalam  melaksanakan tugas  pokok
dan fungsi pengadazn barang/ jasa.

Pergadaan BamngJesa Pemenntah sang sclanjuinys
digsbut  Pengadaan  Barang/Juss  edalabh kegratan
pongadann  barwng/jrsa ek Kemoatrian/ Lembaga f
Perangkat Dacreh yang dibiayai cleh Anggaran Pendapatan
dan Belanjs Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja
Dasrah yang prosesnya sejak identificasi kebutunan,
sampai dengan serah terima hasl pekerjasn,

Penyedia Barung/Josa Pemerntah  yang srlanpitnys
disshut Penyvedia adalah Pelaloa Usahe yang menyediakan
bornng! juse berdasarkan kontrak.

Pelaly Usaha adalah selap orang perorengan atau hadar
wsaha, baik yarg berbentuk badan hoxum maupun bukan
badan hukum yang didiclkan dan berkedudukan atou
smelalculkan  legiatan  dalam  wilayah  hucum  Negara
Republik Indonesiabaik sendin maupun bersarna-sama
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melaul perjanjian menyelenzgarakan Keghatan  wmaha
dalam berbaghl bidang ekonomi.

Aparat Pongewasan Iatern Pemerdntah vang selapjubmva
fisebut APIP adnlsh aparat ving melakukan pengawasan
melalun sudit, Teviy, pemantadan, evaluasal dan Kegpetan
sengawasan lain terhaddp penyslenggarsun tuges dan
fungsi Pemerintah.

. Bareng adalah setiap benda baik perwujud maupun tidalk

perwujud, bergendk maupun tidale bergerale, wang dapat
diperdagangkan dipunalan atay dimanioatkan pengguns
barang.

Pekerjasn Honstruksl adalah keselurithan atau sehagian
kegiatan yang melipud pembaagunan, peagoperasan,
pemeliharsan, pembimgraran, dan pembanguaan kemball
suAng banguned.

Jasa Konsultans sdalah jasa lavanan profesional yang
membuhkan  keshlian  tertentu di berbagai bidang
keilrmuen yvang mengutamakon atanys alah pikir.

Jasa Lzinnya adalak jasa non-kensultanst oo Jasa Yang
membutuhken peralatan, metodelop khusus, dan/atau
ketermmpilan dolom sustu siafem [&TR kelola yang telah
dikenal Tuss didunin uwsaha untuk menyelesaiken suatu
pekerjean.

. Dokumen Pemilihen adalah semua deolumen yang

ditstapkan olek Polja Pemilihan/ Pejabat Pengudesn/ hgen
Pengadgan yang msiuuat informasi don kelentusn ¥ang
Foarun ditsati aleh para pihek dalem pemilihan Penveda,
Pelanggaran adalah segala bentuk tindakan beérapa Ucspan,
tulisan dan/oten tadaken yang dilekukan cleh pengelola
pengadaan barang/jasa yang bertentanian dengan Kode
e

Terlnpar adalah pengelnia penzadesn barang/[asa yang
didugs melakukan pelanggaran <ode etik.

Pelapor adalah seseorang karena hak atau kewsajiban
berdasarkanperatuian perundang- undangan harus
memberitehukan kepada yang DOIwonang Loiishg telah
atiy solang adanys perstiva pelanggaran Koede Rk
Suksi adalah adalsh sesccrang yang dapat memberikan
keterengangura  kepentiagan pemeriksaan  WHlarg

L]




23,

susty pelanggaran Koce ek yang ia denpar sendiri, 1& Hinat
sendici den o alami sendirl

. Pengaduan sdalah pernberitahusn secars lizamatau wortulis

cany  disertal  permintaan olen.  pihek  yang
berkspentingan kepada Kepala LKPEJ yang berwenang
antuk dilakukan pemeriksaan terhadap personel yang
diduga telah melakukan pelanggarn kode atik.

Temuan adalzh pelarggaran yang diremsken aleh Kepala
UKPBJ, pengelola pengudos bareng/josa atew pihak

ladm,

. Majchis Pertimbongas Kode Fitie pengolols pergadaan

Barang/jasa yanp selanjutnye digebut Komisi ik edalan
rmajalis ying  hertugas melakikan penegakan,
peleksangan, dan penyelesaian pelanggaran kode etik,

BAB I
MAKSUD AN TUJUAN
Masal 2

Meksud ditetapkannya Kode Etk yaitu tebagai pedoman perilaku
bagi Personel UKFPBJ dalam menjalankon profesinga can bag
atasnn Personzl UKB) domm mesgevaluasi periaku Personel
UEPB.,

Paual 3

Tujuan ditetapkannya Kode Etik yaitu untuk menjaga martabat,
kefiormatan, citm dan  lredibilites Personel UKEPBRJ dengall
bertindik jujiar, mandin, Goak verpinak, dan penubl Tass HOgsLAg
jawab berdasarkun peraturen porundang utrdanpan.

BaB 1l
NiLA! DASAR
Pasal 4

{1) Persunel UKP2J dalam melaksanalan  proses pengadann

brrang/jase wajib memarhi niisi dazar.




{2} Milaidasar sepagaimans dimaksud pads wyal (1] terdint dari
4, integritas, yakn: Kemampuan urtuk berundok seeual dengan
milad;, nonma den ctka calam organieksi; dan
b profesionelitas,  yohn mengutamakan <eablian  yang
bedundanan Kode Btk can  kelentuan peraturan

prrundang-undangan yarg berlaku,

BAE 1V
PRINSIP PENGADAAN
Pasal 5

Poresnsl  UKPRT  dalam  melaksa rakan pckerjmanmya  wabb
menerapkan prinsip sehagai berikut

a, efisisn, yaitu Pengadaan Barang/Jasa harus divsahakan dengan
menggunakan dana dan daya yeng minlmum untuk mencapal
Eualitas dan sssarsn dalam wakiu vang dfteiapkan  atsis
mengguraken dana yang wlsl ditetapkan wsituds meneasai kasil
cley) sasaran dengan kuakias yang maksimom:

b. efelnif, yaitu Pengadaon Barong/Jasa harus sesual dengan
kebutuhan dan sasaran yang telah ditetupkan sertamer berikan
maonfast yang sebesar-besarmya,

£, bagsparan, yaiku bahwa semua ketentuan dan  informeasi
Pengadaan Barang/.esa bersifat lus dan dapat dilestabui oleh
Peryedia yang berminat serta oleh magyarilont pads wramoya

4. rerbuls, vaitu Penpadaar Bamng Jasa dapar diikuri olek sermus
Pervedia vang memenubi persyaratsn elau kriteria terfentt
berdasarkan kelentuan can prosedur yang jelas;

e, bersaing, vaitu Pengadaan Barang/Jasa harus éilakuikan
miglalui porsaingan yang sehat dl ancare sclanynk mungkin
Proayoidia yang sotars das memenuhi persyaratan sehinaga dapal
diperolch bararg/jass vang ditawarkan secans kompetitl] dan
tidak eda intervensi yarg menggangT tereiptanys mekanisme
pasar dalam Pengadaan Barang/ Jasa:

£ adl/tidak diskriminatif, yaitu memberikan perlakuan yang sama
bagi semua calon Penyedia dan ©oak mengarahlan unius
membertkon keuniungan kepada sihak tertentu dan ketap
memperhatikan kepentingan masynralar di aes spgalanye; dan




g akuniabel, yaltu harus sesyial dergan aturan dao kotontuan

yang terkait dengan Pengadasn Barang/Jaso sehingge dapnt
m]:m'mngungju.wabmﬂ.

BAB WV

KODE ETIK PENGADAAN BARANG fIASA

Pasal &

(1) Dalam melaksanaksg Pengadoon Barenglas, Personel
UKPES wajib mematuhi Ende Etik sebapai bertkut

.

memelibara dan meningkatkan keutuhan, kekompakan
antar Personel UKPBIL

mengharga perbedaan pendapal;

melaksanakan tugss dan Wewenaing secams tertily, discrtad
rasa anggung jewab untuk mencopal saoaradn, kelpncarsn

dan ketcpatan tercapainga tujtian pergadaan barang/jasa;

. membangun cws kerje  untuk meningkatkan  kireria

UKPRJ;

bekeria secara profesional den mandir, serta menjaga
kerahasiaan dokumen Pengadaan Barang/Jasa yang
murat sifatnye hargs disahasiakan antik mencegah
terjadtinra penyvimpangan dalam engadasn Barang/Jesa;
menjag data ¢an informas. yasg dirahasiakan menurul
pesatumn perundang-undangan;

menghindari dan mencegah terjadinya  perianiangan
kepentingan pare pibal yoog torkail, baik secora langsung
maupun  Hdak  lshgsung  dalam proscs Progadean
Barang/Jasa;

menghindari dan mencegah teadinys pemborssan dan
kebocoran  Heuangan negara  dalam Panpsiann
Barang/Jasa;

meznghindert dan mencegah peavalahpunann  wewenang
den/atau kotus dengan tujuan untuk keuntungan pribad,
gelongan siay pihak lain yang seean langsurg  atan
ndak langsung mengikn negers;

tidak menerima, menowarkan, atag merjanikan uniuk
membert ubaw wegerima hadiah, imbolan, komiei, rabst

Gt Berlpe apa 4sje dari etau kepadn siapa pUN Yang
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3

(1)

12)

diketahui atau patut didugs berkeitan dengan peigadann
barangfjasa; dan
k. fdek  owlakolan penyimpangar stndar  operasional
prosedur,
Bapg personat di lingkungan UKPBJ vani menjabal sebazm
Penzclols Pengedaan Barang/.Jesa, maka kode etk ying
diterapkan waitn kode etk pefabat fungsonal Pengelila
Pengadaan Batang/Jasa yang distapkan okl lustensi
permerinio yang Berweiisig melskeulnn pembimasn di hidsng
Pengadaon Barang/Jasa pemerintah.

BAB VI
KoMLS! ETIK
Pasal 7

Dalarm rangka pengawasan pelaksanaan Kods Euik, dibentuk

Karnisi Eilk,

Sysunan keanggotaan Komisi Elik sebagimani dimaksud

pacda ayat (1) wrdin duri .

&, Beloreturia Daeenh ssinim Ketun Kommsn

o Inspektur selaku Wakil Ketua Kuarnist,

¢, Kepala Bafan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan
sclaliu Sekrotaris;

d. Agsten Sekretans Lacrsh yang memnbidang Ferclonomian
dan Pembangunon seloka Anggota 1: Aan

o WKepala Bagian Hukum pada Sckretarial Daerab selalou
Anggota I

Pengangkatan dan pemberhentian Komisi Etik ditetaplan

cengan Keputusan Bupati.

Pasal &

Angsota Komisi Etik dapat cibethentikan sewakiv-wakiu
apabila menjadi tersanghka dan/atan terdakwa.

palam hal erjadl kekosongam  kpaogeotean scbogeimena
dirmplmud pada ayat (1], Bupetl dapat menfanplnt angoolin
sengganti yang, memiliki pangkat asau jabatan yang setingkat
dengan pangiat atau jabamn enggita yang digantikan,




(1]

[2)

Pasal

Tugas dan Keweonangan Comist Btik sdatah zebapal berjlot

AP

melalsanalkan pengawasan ierhadap pelanggaran Kede
Erik:

. menerima  pengaduan/kelutan dard  pelaku  usaba,

Penyedia, UKPBJ, perangkal dacrah, atau masyarakar
terkait dugaan pelanggaran Tode Etik;

melakukan  vesifikasi, klarifikasi, dAsn investipagi
tethadap Japorss dugaan pelanggaran  Kode Etik
srnubungan dengan pergaduan yang diterienma;

. mengolah dan/atau mengansdisis pengaduan  vang

diterims;

melaksanakan pemeriksaan  aias pengadisan  YIng
diterima;

meloksanalan pemangilan tevhudap Personel UKPE.)
dan pihak terkait;

menilai sda/tidaknys pelanggaran Kode Etik wcleh
Personel UKPRI, belk yang dilaporkan oleh pelaku usaha,
Penyedia, kuass amu wakinys baik lampsuigg m@lapun
tiduk langsung atau perusshaarn yang mermpunyel afflias
dengan pelalu usana aEupun Penyedia atau masvara kat
dan/atau yang dipsrranyakon dleh pezabar struktural.
memberikan sanksi ams elanggaran Kode Eiik yang
dilakukan olch Personel UKPBJ;

melaporkan  hasil Lugss, kowenangan dan tangoung
juwnbiys kepada Buapati) dan

membunt rekomendast dan melaporkan kepada APIP
zpabia terhadap laporan pelanggaran Kode Etis diduga
mengandung serugian negara.

Laperan Koms: Btk sebagaimane dimaksud pads myat (1)

varuf § elan urwad bermifat rakasis dan terhatas.

Pasal 10

{1} Untuk memperlancer pelaksarmasn  tugas Komist Edk
dibeniuk sekrewarial.

{Z) Sekretaral sebagsimana dimskosud petla ayar {11 socara ex-
officio berkedudulan di Inspektorat Dacrah.
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3)

(1

Sekretariat $omisi Btk mempunyal LUgEs sthega lesikut:

&, menyusun dan meongujukan hegiatan dan anpoATAR
Rumisi Bk

b. melaksanaken surat menyura. Komisl Etilg

¢, melakssnakan  kegistan administrast dan  kelmngan
Komisi Etilg

4. melaksanakan tugas kepaniterazn siding Somisi Exik;

e mempersiapkan putusan Komisl Biik;

f. mengarsipkan busil sidang dan kepuhiaan siding Kernis
Etik;

g menyusun laporan Komisi Evlk; dun fatan

b, melaksanakan wgas lain yang diberikan oleh Komisi Etik.

Susunan seangguisan sckrelarat Komisi Elik ditctapkan

dengan Keputusan Ketus Komis. Btis.

BAR VI
PEMGADUAN
Fassl 11

Fengaduan techadap dugaen sdunys pelangenren Kede Etile

dieh Perssnel UKPRI dissmpailan secara tertulis

perpndusn schagaimena dimeksud pada avat (1! paling

sedikit herus memuart !

g identitas pelapor! KTH;

b. wraiar masalal vang menjadi dasar lagpocan,

¢. alasan diuraikan scears jelas dan rinci besera alat
buletis dan

d. ditandatangan: oleh pelapor

Senipadusn  sebagaimana  dimaksud pada avat |1}

disampaikan kepada Sekretariat Komisi Euk.

BAT VI
PENANCANAN PENGADUAN  TEMLAK
Pasal 12

Dalam hal terdepiat pengaduan darl masyarskul, lapead
prangkat dacrah, media masen, dan Jfata pikak Tain, Komis
Hrik meldkukan pemerilksaan.




{2} Pemeriksuan sebagwmara dimaksud Jade ayat (1) dilalulan

(b

(<)

dengan mekanisme sebmgel borileat §

&

-

Komisi Etik menenma laporan pengaduan  dugasn
pelanggaran Kotle Eiik;
Komisi Etk menyusun tclashsn ates laporan dugasr
pelanggaran Kode Erlg
Komisi Btk mengadakan rapal Komist Elik antak
membahns senprduan;

. Faapat Komisi Edlk shambakas pengaduar dan rmembrual

kestmmislan lavek stau tidak avyak ditindaldamjuti dengan
pemeriksaan,

. Homigi Etik  menghentikan  proses penaTgAnan

pengaduan  apabila kesimpulan  vang  dihasihan
menyapkan ndak layak Juiy hasilnya disampaikan
kepada pitsk pangadu;

Kimigi Wik menindaklanjut  proscs  penianganan
pengaduan  apabila kesimpulan  YENg dihasilkan
menyataken layak, dengan melaioukan:

|. pereanggilan pare pihak;

2. penpumpuian bulkt dag sakai;

4. pemerilmann bukti dan saksl cian

4, pemeriksgan terlapor.

Komisi Etik reemeriksa, memutuskan dan menetaphan
ads sy idak ada pelanggaran terhadap Kede Bk

. Womist Etk dalam puiusanyi mencantumlian sanlsi

yang dijamhlan kapada Person=l LTEPBI; dan
jutugan Komisi Bik dilaporksn kepada Bupat. dengan
tembusan kepada AFIP.

Pgrsal 13

Diatamm ranpka pemer ksaan tedapor sebagaimana cimagsus
dalam Zasal 12 ayer {2} hwruf [ angha 4. Komsi Btk
melakukan permangglan terhadap terlapor

Pemanggilan Tedapo: dilakukan dengan mekamsme sobagsH
berikut

amiei Btilk memanggil ssears tertilis Persone! UKPBJ

vang diduga melakukan pelangesran Kode Efik untuk

11




11
i2)

EH

(%)

dilakuken pemeriksaan paing lama 7 (vajuly) bead kerge
serelah diterimaoya laporan;

. pemcberitahuan pemenggiian narus audah diterima-oleh

pélzpor atau kuasanya dan/atau lerlapor atau kussanya
paling lambat 3 (tiga] her sebulum  perngrisasn
ditalnaloun;

dalam hal teclapor tidak hadirtarpa alasan yang suh pada
tanggal pemeriksaan yang citentuksn, dilakuken
pomanggiban kedun paling tarsa 7 (Aujul) hari kerin sejak
Ear ketidakhadivan sade pemanggilan perlama;

. apabila pada tanggal pemeriksaar vang ditentukandalem

surai pemmngglan kedua, terlapor temp tidak hadir
disnggep telah melanggar Kode Etik;

. dalamn  hal terlapor dignggap melanpggar  lode wtile

schagaimann  dimakeud pada huraf o, Komisi: BEok
memberikan sanksi kepada yung bersanggutan.

Pasal 14

remeriksaan werhidig terlaper dilaloulen sseara ternitip
Terlapor waifs menjawab pertanyean yang diajukan olch
Komisi Etilc.

Dalam hal terlapor tidak bersedia menjawab perlanyann
yang diajukan eleh Komisi Etk, vang bersangkuian
dianggap mengakul pelanggarun Kede Stik yasg didugnkan
kepadanya.

Hasi pemericsaan schagaimana dirmeksud peda ayat (1)
ditusngkan dalarm bertuk laporan hasil pemeriksaan,

Pasdl 15

Selain larens pengadusn dar mesyarakat, laporan perangkat
daerali, media massa, dan/atau phal lain, Komisi Evk dapat
secara pro aktif melukukan pemeribsaan kepads Personel URPBJ
dalam hel terdapat temuan.




Fisal 16
Alur kerja penangenan pengaduanyiemsu fercantuim dalam
Lampiran  yang merupithan bagian tidak terpisahkan dari

Persturan Bupnti fnL

BAB X
SANESL
Pagal |7

{1] Persopel UKPBJ yang dinvdlaxan melanggar Sode Brk
dikcngkan sanksi moral Serups permintsan migaf seoorn
ternalia,

(% Talam hal Personel UKFBJ yang dinvatakan melanggar Kode
Eiik lidak bersecis melakukan permintsan maal secara
teriutis, yang bersangkutan dapat dikenasan hukunan
disiplin sesuai ketentuarn peraluran perunodang- undangan.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP
Pusal 18

Peraruran Bupats mi rmuala berloku pasdes Lasgge diteuwphan.
Agar sctinp srong rrengets hsinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempalannya
dalam Berita Dacroh Ksbupaten Grobogarn.

Ditetzpkan 4 Puswodadi
pebdi gl A5 _-'_l_i{':r- 2018

“BUPAT] GROBCGAS,

Diundnaghksn di Pereodadi —

e
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MOHAMAD S
ﬂ*ﬂﬂﬂg.?jfﬁﬂﬂ CADUPATIR GRODOGAN TALUN 70Z0 HOWOR 3
e 7 13
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LAMPIZAN
PERATURAN BUPATI GROBOGAN

NOMOR 30 TAHUN £ o
TRNTANG _
KODE ETIK PERSONEL BAGIAN
PEMGADAAN RARANG/JASA
SEKRETARIAT DAERAH
KABLPATEN GROBOGAN

ALUR KEERIA PENAGANGANAN PENGADUAD /TEMUAN

Mmnlal il belerin untuk memnetilean ridak ade Personsl UKPBI yeng

metangzar Kode Btk Dalam hal werbukd ada pelanggaran yang dimaksud maka

segern diambil penenganen terhadap personel yarg bersangkutan sesusi

dengan ketentuan vang ada,

Komisi Edk bekerjo uniuk melindungl dan menjaga Jama haik UKPRJ. Oleh

karenia itu, Komisi Blik barus berindals sepat dergan melalkan pemeriksaam

jilea nda dugasn pelanggaran okeh Persome! UKPRJ, sehinggn UKPBI ddak

terbebani oleh permasalahan yeang ditimbalkan dan pelangguran kidde citk yang

dilaioukan aleh Personel UKPRYJ terscbut.

leh sehabito, maka Kemisi Etlk dalam beisena tidak HATEA Terungg o e

dan berbagal pihak ztas adanya dugaan pelanggaran kode et wieh Personel

VKPR, namun jugn skan serara aknf bekera jiks mempe raleh wformasi

adanya dugsan pelanggaran tersenl

Informasi adanva dugsan pelangggaran kode etik oleh Personel UKPBJ dapat

berasal dan :

d. peninganan Kazus pliara veng melipatkon Persunsl UKPR) yang dlalouban
pleh Apuarat Penegols Hukums

h. penanganan kasus admmsiras: pemerintuhan yang melihatkan Personel
UKPR vang dilukukan oleb APIP;

c. pemberitaan media atas kasus yang melibatkan Personel UKPRI, den/atau

d. surst pengpdugn Fesmi yang ditjukan ke AFIP darl pelaku usalus, jreryeLlia
jnsE den mesyana kel

Setiap Anggotn Kemisi Wik dapsl meminta sidang Etk jike memperoleh

informast terkait adenya dugean pelanggsran kode etk yang berasal dar

Keempat samber d.-atas.
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%, Alur kerjo penanganan gduan/ termuan oleh Komi

a. Alur Penanganan “engaduan

| mengtsbsil adimys diEman

\\\_ pelongguran kode el

e e

b li] Virdkosi
—-".C;/ celenghapan
[ Nmummi

Jikca ik jenglkag, ke hu’i.ﬂ}

Yeu

5l Btk adalan sebaged ekt

ikl lan e laquntnn tiak i
dapat dilanjutian ik berhas livighop, muka
| étearmpaiknn ko K ombil ECK
stk ditincsirsfusl
Vem thilis. hander el 2 kally psin T Yo
tnaka 1 iEpor dianggan ‘__<' Pemmaggilat ik badir, craka Slakusin
mengakul melak San teriapor premes icanem
pelariingan e
i

N =i




p. Alur Fenasganan Temuan berdasarkan Femberian Media

.

Anpesta Kemis Btk menémakin
scnmyn Bento di Media

.._-—--""f
!

sidang penidnhaluan yang
Ailinelinl seticakonya 3 (Giga)

ATERIS

b

Pemangiing erdug dan pars
ikl yrwy dianggoe nengeahud

adsrys pelangyarae
_.f""'fL'“"‘-._ Jikn cictak terbukatd malka
N » Nama hafk personel LIKPEY yang bersmghinan |
<\ Karifikas />———’ dpulihisn: us
+ Merchanendesiknn ke Kepala URPED ok
st e e e
Yies

Jhk= jbukty,  aalah sty omgpon  sidang
jann medaperkon ke sekrelmnnt  usiok

poidiha :
dilenjuian ke sdang komis bk

4

s Jika ade kasus terkait Personel UKPE! vanp sedang ditangani oleh Aparat
Penegak Hukum atauy APIP, ranka salih ssfu onggita Komesi Etik meminto
sckretarat untuk menyviapkan Sideng Elik,
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